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BAB V 

        PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Bima Kota 

selain menjaga keamana dan ketertiban lalu lintas, Polantas juga 

mengadakan sosialisasi edukasi di dalam bidang hukum berlalu lintas 

yang diadakan setiap hari Kerja (Senin-Jum’at), yaitu : Pertama : 

Memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan 

kepada masyarakat sekabupaten bima tanpa memandang status 

sosialnya. Kedua : Memberikan sosialisasi tentang tata cara serta 

melengkapi surat-surat saat berkendara melalui media maupun secara 

langsung kepada masyarakat umum. Ketiga : Memberikan pendidikan 

bagaimana contoh berkendara yang baik dan benar tanpa merugikan diri 

sendiri dan orang lain kepada para pelajar disetiap masing-masing 

sekolahan. 

1. Dalam memberikan suatu himbauan dan sosialisasi Satlantas polres 

Bima Kota mengaku bahwa disaat sosialisasi ada beberapa hambatan 

yang membuat kinerja dari Satuan lalu Lintas (Satlantas) polres Bima 

Kota tidak maksimal dan kurang efektif antara lain : Pertama : 

Kurangnya personil Satuan Lalu Lintas untuk melakukan sosialisasi 

disetiap pos-pos kepolisian. Kedua : Masih kurangnya sarana dan 

prasarana yang dianggap mengurangi tingkat keefektifan Patroli. 
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2. Ada beberapa dari Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bima 

Kota untuk mengurangi angka Kecelakaan dan pelanggaran lalu Lintas 

di Kabupaten Bima yaitu : Pertama : Dengan pelaksanaan sosialisasi 

dan edukasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat sekabupaten Bima. 

Kedua : Program menempatkan 5 Polisi di 1 (Satu)  desa untuk 

memberikan sosialisasi edukasi di pelosok Kota Bima.  

 

B. Saran 

1. Kepolisian Lalu Lintas Polres Bima Kota harus mengadakan sosialisasi 

3 (Tiga) kali dalam seminggu, karna masih banyak sekolah-sekolah 

yang belum didatangi dan di berikan sosialisasi. 

2. Penambahan personil serta sarana dan prasarana yang akan sangat 

membantu para anggota polantas yang masih kesusahan mengurus 

beberapa desa yang diberi perhatian lebih karna tinggkat 

pelanggarannya yang sangat tinggi serta sering terjadinya kecelakaan 

yang memakan korban jiwa.  
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DAFTAR GAMBAR 

 Gambar 1 : Pemberian Surat Ijin Penelitian di Kantor Polres Bima Kota 
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 GAMBAR 2 : Melakukan wawancara (Interview) 
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Gambar 3 : Selesai Melakukan wawancara (Interview) 
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